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TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN

KESEHATAN

2024
ABSTRAK

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 89
ayat (3), Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara
Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan
Kesehatan;

-  Dasar Hukum :

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5234), sebagaimana telah beberapakali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4 dan Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757); Undang-Undang Nomor 17



Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6887); Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402); Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5942); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041); Peraturan Pemerintah
Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Retribusi
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6881); Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan
Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1213); Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan
Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 35); Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur,
Penjabat Bupati dan Penjabat Wali Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 310); Peraturan
Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah
Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020
Nomor 5); Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon
Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Cirebon Nomor 107); Peraturan Daerah Kota Cirebon
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2022
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon
Nomor 117); Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3
Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang
Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 128);



CATATAN

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota
Cirebon Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Cirebon Nomor 138); Peraturan Wali Kota Cirebon
Nomor 17 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Kesehatan Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon
Tahun 2021 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 85 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 17
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas
dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Cirebon,
(Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 85);
Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 48 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Kota Cirebon
(Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 48),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota
Cirebon Nomor 106 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 48 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Cirebon (Berita
Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 109);

-  Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur beberapa BAB,
yaitu:

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II JENIS PELAYANAN

BAB III PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

BAB IV PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI TERUTANG
PELAYANAN KESEHATAN

BAB V PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

BAB VI PELAPORAN

BAB VII PENGURANGAN, PEMBETULAN, DAN
PEMBATALAN KETETAPAN

BAB VIII PENAGIHAN RETRIBUSI

BAB IX KEBERATAN

BAB X PENGHAPUSAN PIUTAN RETRIBUSI

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan 2 Mei 2024.
-  Lampiran : 1



